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Abstract 
 
This thesis discusses the analysis of criminal sentencing by the judge in the corruption case 
(Study of Decision No. 62 / Pid.Sus / Pt Corruption / 2014 / Pn.Ptk). The method used in this 
research is the empirical normative approach. From the results of this thesis can be concluded 
that considerations of Criminal Justice dropped the lighter because the state finances can not 
be justified by the defendant relatively little in Decision No. 62 / PID.SUS / PT. 
CORRUPTION / 2014 / PN.PTK not appropriate for the purpose of preventing and combating 
Corruption in UUPTPK and also not to give deterrent effect to the Corruptor. This can be 
seen in the explanation UUPTPK and it is supported by both the theory of Interest 
Criminalization Criminalization of Interest absolute, relative and combined. Karenakan in 
Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK not leave the prevention of 
crime by making criminal threats are severe enough to scare would-¬calon officials and 
provide improvements or education for criminals (Verbeterings Theorie) chief villain is given 
"education" be criminal, in order to he was later able to return to society. In a better mental 
state and useful An official candidate if aware of the threat that is quite heavy hoped would be 
deterred and Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK not provide a 
guarantee of public keteriban (rechtsorde) way is to hold these norms state convict. Will work 
as a criminal threat warning (Waarschuwing) and mempertakutinya. The basic consideration 
in the judge convict the defendant Drs.Askiman MM in Decision No. 62 / PID.SUS / PT. 
CORRUPTION / 2014 / PN.PTK in criminal cases of corruption Article 3 of Law number 20 
of 2001 jo Law No. 31 of 1999 which is a basic consideration that judges juridical 
consideration of judges in terms of the law, based on the evidence available, whether the 
actions of the defendant meets the elements of article 3, namely: Favorable yourself or 
another person or a corporation, Abusing authority of opportunity or means exist for office or 
position, financial Adverse country or state economy. In addition to the judges juridical 
considerations also use non-judicial considerations that consideration be seen from the non-
legal aspects In considering the severity of corruption judge must consider things that 
aggravate and alleviate the defendant. The judge also obliged to consider the qualities of good 
and evil of the accused as well as the state-private keaadan in considering the criminal 
dijatuhkann.Selain Act No. 48 of 2009 on Judicial Power is relevant to be referred to by the 
judges as the basis for consideration of the judge in the verdict. indicators of success Hakim 
role in the eradication of corruption in Indonesia is measured instead of the number of 
defendants who have been convicted of corruption, but if the judge's ruling has been fair and 
them already consider matters referred to above. 
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Abstrak 
 
Tesis ini membahas tentang analisis penjatuhan hukuman pidana oleh hakim dalam perkara 
tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Pt Korupsi/2014/Pn.Ptk). Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif  empiris. Dari 
hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Petimbangan Hakim  menjatuhkan 
Pidana ringan karena keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh 
Terdakwa relatif sedikit dalam Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK 
tidak sesuai dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi dalam 
UUPTPK dan juga untuk tidak memberikan efek jera bagi Koruptor. Hal tersebut dapat dilihat 
dalam penjelasan UUPTPK dan hal ini dukung oleh teori Tujuan Pemidanaan baik dalam 
Tujuan Pemidanaan absolut, relatif maupun gabungan. Karenakan dalam Putusan Nomor : 
62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK tidak memberikan pencegahan terjadinya suatu 
kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti 
calon-calon penjabat dan memberikan perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (Verbeterings 
theorie) kepala penjahat diberikan “pendidikan” berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali 
ke lingkungan masyarakat. Dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna Seorang calon 
penjabat apabila mengetahui adanya ancaman yang cukup berat diharapkan akan 
mengurungkan niatnya dan Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK tidak 
memberikan jaminan terhadap keteriban umum (rechtsorde) caranya ialah mengadakan 
norma-norma tersebut negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai 
peringatan (Waarschuwing) dan mempertakutinya. Dasar pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan pidana pada terdakwa Drs.Askiman MM pada  Putusan Nomor : 
62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-
Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar 
pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, 
berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari 
pasal 3 yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau 
kedudukan, Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain pertimbangan 
yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat 
dari aspek non hukum¸ yakni Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana korupsi 
hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. 
Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh serta keadaan-
keaadan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkann.Selain itu Undang-
Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan 
oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.Indikator 
keberhasilan peranan Hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diukur 
bukan dari banyaknya terdakwa korupsi yang telah dihukum, namun apakah putusan hakim 
sudah adil dan diantaranya sudah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas. 
Kata Kunci:  Analisis, Penjatuhan Hukuman, Pidana, Dalam Perkara, Tindak Pidana 
Korupsi. 
 
 
 
 
 
Latar Belakang  
Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab 
terpuruknya keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara 
sistemik, masif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi 
juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hasil pengkajian 
Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) tahun 2006, misalnya, menempatkan 
negeri ini pada urutan ketiga terkorup di antara negara-negara Asia lainnya, setelah China dan 
Vietnam. Pada tahun yang sama, Transparency International sebuah koalisi global antikorupsi 
mengeluarkan indeks tahunan mengenai persepsi masyarakat bisnis dan akademisi tentang 
korupsi pada lebih dari 50 negara. Dari indeks tersebut, Indonesia termasuk ke dalam 10 
besar negara dengan derajat korupsi tertinggi, kondisi yang lebih buruk kembali ditunjukkan 
oleh lembaga Transparency International (TI) pada tahun 2007.  
Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga terkorup di dunia, dan posisi itu belum 
berubah ketika pada tahun berikutnya lembaga ini mengumumkan corruption perceptions 
index (CPI) terhadap 99 negara. Baru pada tahun 2014, peringkat berubah meskipun tidak 
banyak berarti mengingat cap sebagai negara paling korup keempat di dunia dinyatakan 
kembali oleh TI.
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Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop 
Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara” Korupsi” dengan 
“Kekuasaan” yakni ”Power tends to corrupt, and absolut Power corrupts absolutely “, bahwa 
kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.
2
 
Ungkapan tersebut adalah kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Jika melihat perjalanan 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini, maka tidak dapat kita pisahkan 
dari peran penting dari lembaga peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia, Hakim 
sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, 
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditunjukan kepadanya, tugas 
seperti itu dapat dinyatakan bahwa Hakim merupakan pelaksanaan inti yang secara fungsional 
melaksanakan kekuasaan kehakiman. 
Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan tentang konsep kekuasaan dalam arti 
luas, yaitu” kekusasaan negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya 
negara hukum Republik Indonesia”, dengan penegertian seperti ini, maka kekuasaan 
                                               
1 Hamid Basyaib, “Penyebaran Korupsi Luar Biasa”, dalam Jurnal Resonansi, Edisi Khusus Akhir Tahun 2003 
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 Ermansjah Djaja,Meredesain Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor012-016-019/PPU-IV/2006,Jakarta Timur Sinar Grafika Hlm 1 
kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakan hukum dalam 
seluruh proses penegakan hukum.
3
 Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 
adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam 
rangka mewujudkan peradilan yang berukualitas. 
Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu 
pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari 
kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.Dalam menjatuhkan putusan, Hakim 
seyogianya harus berpedoman kepada ketentuan yang sudah di atur di dalam Undang-
Undang. 
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah 
dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 
31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya di sebut 
UU PTPK).
 4
Mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, 
dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana 
minimal khusus dalam UUPTPK adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan 
mencegah potensi terjadinya korupsi, melihat korupsi di Indonesia telah berkembang secara 
elitis, endemic dan sitemik
5
. 
Jika dicermati putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang kerap dikritisi oleh 
berbagai elemen masyarakat, umumnya karena dinilai belum mencerminkan nilai tujuan 
pemidanaan dan tujuan hukum yang dapat dikategorikan ke dalam: 
a. Putusan bebas pengadilan tindak pidana korupsi terhadap para koruptor  di berbagai 
daerah; 
b. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana di bawah 
pidana minimal khusus, atau ; 
c. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang cenderung menerapkan sanksi pidana 
minimal mendekati atau sedikit di atas sanksi minimal khusus; 
d. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana berdasarkan 
dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih ringan dibanding dakwaan primair 
dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sehingga menimbulkan antipati atau 
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ketidakpercayaan masyarakat terhadap bekerjanya hukum di tingkat penyidikan, 
penuntutan maupun pengadilan.  
Kemudian apabila dicermati pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, formulasinya memang 
sudah menormatifkan sanksi pidana minimal khusus dan maksimal umum yang 
dikomulasikan dengan pidana denda dan/atau diformulasikan alternatif dengan sanksi 
pidana denda. Sebagai contoh:   
1) Dalam Pasal 2 ayat (1) diformulasikan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ini berlaku bagi Setiap orang yang secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. 
2) Dalam Pasal 3 diformulasikan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ini berlaku bagi Setiap orang yang dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
Negara. 
3) Dalam Pasal 5 diformuasikan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah). Ini berlaku bagi setiap orang yang: 
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang 
bertentangan dengan kewajibannya; atau 
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 
 4) Dalam Pasal 8 : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus 
lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang 
disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut 
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan 
tersebut. 
5) Dalam Pasal 11 diformuasikan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji 
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut 
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya. 
6) Dalam Pasal 12 diformulasikan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau 
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya; 
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang 
diserahkan kepadanya untuk diadili; 
d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi 
advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi 
nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang 
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;  
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan 
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima 
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 
f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 
meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri 
atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang 
kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 
g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 
meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan 
utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan 
utang; 
h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 
telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, 
padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan; atau 
i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung 
dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang 
pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk 
mengurus atau mengawasinya. 
 
Sebagai salah satu contoh kasus korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan antara 
Ambalau-Serawai di Kabupaten Sintang dengan nilai kerugian Rp 5,7 miliar yang  pernah 
di tangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang menahan tiga tersangka. 
Adapun ketiga tersangka tersebut adalah Drs. Askiman,MM mantan Kepala Dinas PU 
Kabupaten Sintang sebagai pengguna anggaran (PA), Renie Gonie Pejabat Pembuat 
Kebijakan serta Ramadhansyah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).  
Menurut Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Kalbar, 
Kombes Pol Widodo
6
 bahwa kasus tersebut bermula pada tahun 2012, dimana Unit 
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) 2 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Sintang melaksanakan proyek pemeliharaan jalan Serawai hingga Ambalau 
dengan panjang sekitar 56 kilometer. Nilai proyek tersebut Rp 6.000.000.000 (enam 
miliar) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang. Proyek tersebut dikerjakan 
dengan cara swakelola. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat penyimpangan 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur, termasuk untuk prosedur pengadaan 
                                               
6 Hasil wawancara dengan Direskrimsus Polda Kalbar 
barang dan jasa atas alat, bahan maupun upah. Selain itu, juga ada penyimpangan dalam 
pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atau pembayaran atas 15 Surat 
Perjanjian Kerja (SPK) yang tidak disertai prestasi pekerjaan atau dikenal dengan fiktif. 
Berdasarkan hasil audit, ada kerugian negara sebesar Rp 5,77 miliar, akan tetapi 
setelah dilakukan pengecekan dilapangan ada dilakukan pengerjaan dengan nilai Rp1,75 
miliar. Askiman dan Renie Gonie melakukan penunjukan langsung sebagai alasan untuk 
memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari 
pelelangan yang bertentangan dengan pasal 38 dan 39 Peppres 54 tahun 2010. Sementara 
Ramadhansyah, mengerjakan sendiri secara swakelola pengerjaan proyek pemeliharaan 
jalan Serawai - Ambalau. Dan hal ini bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang 
nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dan pasal 132 ayat (1) Permendagri 
nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengolahan keuangan daerah.  
Dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT 
KORUPSI/2014/PN.PTK dengan terdakwa Drs. Askiman,MM, mantan Plt. Kepala Dinas 
PU Kabupaten Sintang.  Menurut penulis peran terdakwa Drs. Askiman,MM dalam kasus 
Tindak Pidana Korupsi ini sangat  lah sentral karena terdakwa sebagai pengguna 
anggaran (PA) . Seharusnya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Drs.askiman,MM  
sesuai dengan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam 
prakteknya Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT KORUPSI/2014/PN.PTK yang menyatakan 
bahwa terdakwa Drs. Askiman,MM telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana 
Korupsi dan melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Sub a, b, ayat (2) dan ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Askiman,MM 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun  dan pidana denda  sebesar Rp. 50.000.000 
(lima puluh juta), dengan ketentuan apabila tidak di bayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan.  
Penulis menilai hukuman dan denda yang di jatuhkan terhadap tersangka Drs. 
Askiman,MM terlalu redah, tidak sesuai dengan cita-cita pemberantasan tindak pidana 
korupsi di Indonesia. Seharusnya Selain pidana pokok berupa pidana penjara Pasal 10 
ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeraan, kombinasi 
antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi 
seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tidak terjadi pada 
putusan Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT KORUPSI/2014/PN.PTK yang menyatakan 
bahwa tersangka Drs. Askiman,MM.  
Perbuatan tersangka tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah dikenakan 
dakwaan : 
1) PRIMAIR : terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. 
2) SUBSIDAIR: terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, sebagaimana 
diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 
ditabah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.  
Meskipun Hakim diberi kebebasan untuk menafsirkan ketentuan undang-undang 
terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan 
pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang 
penjatuhan vovis pidana  dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang kemudian 
diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (output) dari kewenangan 
mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang 
jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana 
perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang 
diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-
undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang penerapan berat 
ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang 
menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis 
pidana penjara, namun dalam hal undangundang tertentu telah mengatur secara normatif 
tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal khusus. 
Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sendiri adalah untuk 
memberikan efek jera bagi Koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. 
Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan 
memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang 
berbeda dengan Undang- undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana 
minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang 
merupakan pemberat pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara 
bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa 
uang pengganti kerugian negara. 
Berkaitan dengan penjatuhan pidana yang rendah dari ketentuan suatu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana korupsi oleh putusan Hakim, sampai sejauh ini belum ada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Hakim dapat menjatuhkan 
pidana rendah dari ketentuan undang-undang. 
 
Permasalahan 
Mengapa  Hakim  menjatuhkan pidana yang rendah terhadap Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT 
KORUPSI/2014/PN.PTK yang tidak sesuai dengan Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana 
Korupsi ?  
Pembahasan 
Pertimbangan Hakim Dalam  Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT KORUPSI/2014/PN.PTK.  
Kalau kita memasuki lembaga-lembaga pengadilan di inggris, kita akan menemukan 
motto yang berbunyi “berikan aku hakim yang baik, meski ditanganku ada hukum yang 
buruk”, motto ini untuk mengigatkan setiap hakim yang akan memimpin sidang atau 
menangani perkara suap dirinya tidak dikalahkan oleh hukum yang di dalamnya terdapat 
kekurangan, ada pasal-pasal yang kabur atau norma-norma yang berkatagori lemah dan 
mengondang banyak penafsiran (interpretasi). 
Dari motto tersebut, hakim diingatkan, bahwa kata kunci pelaksanaan sistem peradilan 
pidana (criminal justice system) lebih dominan berada di dalam kekuasaanya, bukan 
diletakkan pada produk hukumnya, produk yuridisnya boleh saja kurang, kabur, dan bahkan 
cacat, tetapi mentalitas hakim dilarang cacat, tidaklah boleh buruk dibandingkan kondisi 
produk hukumnya. 
Berkat motto yang berhasil dijadikan kekuatan moral (moral force) oleh para hakim 
tersebut, dampaknya sangat terasa. Pelaksanaan sistem peradilan pidana, terutama dalam 
penangan kasus-kasus besar seperti tndak pidana korupsi, dapat berjalan dengan baik. Vonis 
yang dijatuhkan oleh hakim bukan mencerminkan keinginan terdakwahnya, tetapi benar-
benar mencerminkan keinginan kuat dalam menegakkan keadilan. 
Kemudian kalau berbicara sistem peradilan yang ada di indonisia, khususnya yang 
berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi koruptor 
sebagai mana yang telah dijatuhkan kepada beberapa narapidana korupsi salah satunya 
adalah. Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT KORUPSI/2014/PN.PTK yang menyatakan bahwa 
tersangka Drs. Askiman,MM Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi menyatakan mantan 
Plt Dinas PU Kabupaten Sintang  ini terbukti bersalah. Meski putusan pemidanaan 
terhadapnya sudah dapat diprediksi sebelumnya. Putusan majelis hakim Tipikor masih sangat 
mengecewakan. 
Dari  kasus tersebut majlis hakim memutus suatu perkara atas dasar keyakinan hakim, 
kepercayaan hakim didasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada.Seorang Hakim dalam 
melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan yang cukup istimewa yang telah dilimpahkan 
undang-undang kepadanya. Dengan sebuah ketukan palu seorang Hakim (Majelis Hakim) 
bisa mengalihkan hak kepemilikan kebendaan seseorang, mencabut kebebasan seseorang, 
bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Kewenangan yang sangat besar ini 
melahirkan sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang Hakim. Seorang Hakim 
dalam sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri 
sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Dalam konteks hukum pidana seorang Hakim memiliki suatu peranan dan tanggung 
jawab yang lebih besar lagi. Bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. Keyakinan Hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang 
harus ada bagi proses lahirnya suatu pendirian hukum (vonis). Hakim tidak boleh memutus 
suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang 
terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menyusun keyakinannya terhadap berbagai 
fakta dan keadaan objektif tersebut dan keyakinan bahwa terdakwa memang betul-betul 
bersalah. Sistem pembuktian pidana seperti ini mengakibatkan walaupun bukti-bukti dalam 
suatu kasus sudah bertumpuk-tumpuk, sudah memenuhi batas minimum pembuktian atau 
bahkan lebih, jika Hakim tidak sampai pada keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa maka 
seharusnya ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa. 
Kemudian berbicara masalah keyakinan hakim, sesungguhnya keharusan adanya 
keyakinan Hakim bagi suatu proses lahirnya pendirian hukum (vonis), merupakan syarat yang 
tidak bisa diabaikan oleh para Hakim ketika akan melahirkan suatu putusan. Keharusan 
adanya keyakinan Hakim ini bagi suatu proses lahirnya pendirian hukum (vonis) tidak 
semata-mata sebagai sebuah tuntutan formalitas belaka, tapi ada tujuan dan maksud yang 
hendak dicapai oleh sistem hukum kita. Dan nyata-nyata merupakan sesuatu yang sangat 
penting keberadaannya untuk mengupayakan totalitas keterlibatan Hakim dan pengingat 
baginya akan tanggung jawabnya yang sangat besar dalam melahirkan suatu putusan (vonis). 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi koruptor, mengenai 
syarat-syarat putusan dalam pemeriksaan perkara ditutur dalam KUHAP pasal 197 syrat-
syarat tersebut dimua dalam sebuah putusan. Bebicara pertimbagan yang dimuat dalam sutu 
putusan hakim ada beberapahal yang harus di muat: 
a. Pertimbagan (menimbang) dengan mengotip isi tuntutan pidana. 
b. Pertimbangan (menimbang) dengan mengotip pembelaan. 
c. Pertimbangan (menimbang) dengan mengotip fakta-fakta yang didapet dalam 
persidangan. 
d. Pertimbangan (menimbang) tentang tindak pidana yang didakwakan dengan rinci 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. 
e. Pertimbangan (menimbang) tentang fakta-fakta yang ada hubunganya dengan 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. 
f. Pertmbangan-pertimbangan lain-lainya dalam hubungannya dengan surat dakwaan. 
g. Pertimbangan tentang JPU dalam surat tuntutan atau repliknya dan pendapat 
penasehat hukum dalam pleidooi maupun dupliknya. 
h. Pertimbangan tuntutan pidana JPU. 
i. Pertimbangan tentang terbukti tidaknya dakwaan. 
j. Pernyataan tentang kesalahan terdakwah (wajib bila terbukti). 
k. Petimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (apabiala 
menurut majelis dakwaan terbukti). 
l. Pertimbangan tentang lain-lain, misalnya tentang penahanan, mengenai 
barangbukti. 
Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan itulah hakim dapat memutus sesuai dengan 
keyakinanya berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Seorang Hakim hendaknya 
selalu mendengarkan hati nuraninya ketika akan memutus suatu perkara. Apabila seorang 
Hakim belum sampai pada keyakinannya maka hendaknya ia tidak menjatuhkan vonis 
terhadap terdakwa. Apapun isi vonis yang hendak dibuatnya maka Hakim haruslah yakin akan 
apa yang diputuskannya, apakah keyakinan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan vonis 
hukuman, ataupun keyakinan terdakwa tidak bersalah dan kemudian membebaskan atau 
melepaskan terdakwa dari segala tuntuan hukum. 
Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran 
yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat 
keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum 
dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Aparat hukum terutama aparat Pengadilan 
khusus (pengadilan tindak pidana korupsi) hakim harus mengetahui bahwa putusan 
Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang 
berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya sebab dengan 
putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum-
hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi dan mereka betul-betul merasa 
mendapatkan keadilan yang diharapkan para pencari keadilan tersebut.  
 
Kesimpulan 
Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa Drs.Askiman 
MM pada  Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK dalam perkara pidana 
korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 
1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi 
hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-
unsur dari pasal 3 yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau 
kedudukan, Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain pertimbangan 
yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat 
dari aspek non hukum¸ yakni Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana korupsi 
hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. 
Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh serta keadaan-
keaadan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkann.Selain itu Undang-
Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan 
oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.Indikator 
keberhasilan peranan Hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diukur 
bukan dari banyaknya terdakwa korupsi yang telah dihukum, namun apakah putusan hakim 
sudah adil dan diantaranya sudah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar Pustaka 
Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta : Kencana Prenada 
Media Group. 
 
Aloysius Wisnubroto, 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 
Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. 
 
Arie Sukanti Hutagalung, 1985. Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Jakarta : Rajawali 
Press. 
 
Barda Nawawi Arief, 1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 
Pidana Penjara, Semarang: Balai Penerbitan UNDIP. 
 
__________, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya 
Bhakti. 
 
__________, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 
Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 
 
__________, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti. 
 
__________, 2008. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum 
Pidana Indonesia, Semarang : Penerbit Pustaka Magister. 
 
__________, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan 
Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana. 
 
__________, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister 
Semarang. 
 
Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia. 
 
Moeljatno, 1983. Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta : Bina Aksara. 
 
Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara. 
 
Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 
 
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : PT 
Alumni, Bandung. 
 
P.A.F. Lamintang, 1984. Hukum Panitensier Indonesia, Bandung : Armico. 
 
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan 
Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia. 
 
R. Susilo, 1979. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan  Umum dan Delik-Delik Khusus, 
Bogor : Politeia. 
 
Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 
 
Satochid Kartanegara, tt. Satochid, Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah), Jakarta : Balai 
Lektur Mahasiswa. 
 
Soedarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni. 
 
Soerjono Soekanto, 1996. Sosiologi: Suatu Pengantar, Bandung: Rajawali Pres. 
 
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta : Rajawali Pers. 
 
Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, 
Editor : Ifdhal Kasim et.al., Jakarta : Elsam dan Huma. 
 
Sudarto, 1976. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan 
Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 
 
Syed Hussein Al Atas, 1987, Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi, Terjemahan Nirwono, Jakarta: 
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 
Cetakan Pertama. 
 
Peraturan Perundang-Undangan 
 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
 
Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. 
 
Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT 
KORUPSI/2014/PN.PTK 
 
 
 
 
 
